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ABSTRAK

Dispensasi kawin merupakan kewenangan Pengadilan Agama yang
bertujuan meberikan keringanan kepada 2 (dua) calon suami istri yang msih
terhalang batasan umur untuk menikah perkara. Dalam hal ini dispensasi yang
dimaksud adalah kelonggaran yang diberikan oleh Pengadilan kepada calon suami
isteri yang belum mencapai batas umur untuk menikah yaitu 19 tahun bagi pria
dan 16 tahun bagi wanita. Di wilayah kota blitar sendiri terrdapat banyak
pernikahan dimana kebanyakan calon mempelainya laki-lakinya masih dibawah
umur untuk menikah. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya permohonan dispensasi
nikah yang masuk ke Pengadilan Agama Blitar. Khususnya laki-laki yang
mencapai 155 permohonan yang masuk, dimana dari jumlah tersebut sebagian
besar dikabulkan. Dari latar belakag tersebut ada beberapa hal yang penyusun
hendak kaji, yaitu: (1) Apa yang menjadi pertimbangan Hakim terkait dispensasi
yang di tetapkan oleh Pengadilan Agama Blitar untuk laki-laki dibawah umur (2)
Kondisi-kondisi apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan
permohonan dispensasi nikah untuk anak laki-laki ?. Dari pertanyaan tersebut
penyusun berusahan mencari kesimpulan sebagai tanggapan atas apa saja
tindakan-tindakan yang dilakukan hakim dalam menangani masalah-masalah
tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Oleh sebab itu penulis
mengadakan penelitian ini di Pengadilan Agama Blitar, untuk sumber datanya
penulis mengambil sumber data primer yaitu hakim dan sumber data sekunder
yaitu berasal dari beberapa buku sebagai rujukan. Teknik pengumpulan data
dengan metode observasi, interview/wawancara, dan Dokumentasi. Sedangkan
teknik analisanya dengan data reduction, data display dan conclusion Drawing
(penarikan kesimpulan).

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan Hakim Pengadilan Agama
Blitar dalam menetapkan dispensasi kawin sudah sesuai dengan peraturan yang
sudah ada. Tetapi dalam hal pertimbangan sosialnya masih memiliki kekurangan
yang dikhawatirkan menimbulkan beberapa dampak negatif dikemudian hari,
padahal alangkah baiknya mengenai dampak negatif yang dikhawatirkan timbul
kedepannya dapat dipertimbabngkan seper memperketat alasan yang dapat
dikabulkan oleh pengadilan karena dalam beberpapa pemohonan bahkan
ditemukan beberapa kasus dimana permohonan tersebuk tidak dikarenakan suatu
kehamilan dan diantaranya bahkan sang laki-laki belum.

Kata kunci: dispensasi nikah, lak-laki, penetapan, Argumentum a"Contrario,
Kopilasi Huum Islam, Undang-Undang Perawinan
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini
berpedoman pada buku “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan
berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988, No. 158 Tahun
1987 dan No. 0543b/U/1987. Di bawah ini adalah daftar huruf Arab dan

transliterasinya dengan huruf latin.

A. Konsonan Tunggal

No. | Huruf Arab | Nama Huruf Latin * Keterangan = “ 
3 i Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangken
2. < SRy 46| B o e
S T
4. &S| a e -

- d Jim J
6 e )
7. ¢ A
8. 5 Dal 5
9 2 Zal 4

10, 3 L
11 ‘ 3 7
2 Sy Sin S Es
4 o Syin Sy ' esdaﬂ ye
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1'5; 8 S
16. o d
17. b : t
18. b ‘ z
19. ¢
20. ¢ G
21. S | W i F
29, S » i Q
23. 3 i 4 K
24. J L
25. ? M
26. o N
27. 9 "
28 2 H
29. s -
30. Y3 ¥

B. Konsonan Rangkap (Syaddah)
Syaddah atau tasydid dalam sistem penulisan Arab dilambangkan
dengan huruf ganda, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda
syaddah itu.

Contoh: 35l ditulis al-Munawwir



C. Ta’Marbutah

l.

Transliterasi untuk huruf 7a’ Marbutah ada dua macam, yaitu:
Ta’ Marbutah hidup
Ta’ Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah atau

dammal, transliterasinya ditulis 7

Contoh: & Lo ditulis ni’mat ullah
adals) ditulis zakat al-fitri
2. Ta’ Marbutah mati
Ta’ Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya
ditulis A
Contoh: i ditulis hibah
& ditulis Jizyah
D. Vokal

Vokal bahasa Arab terdiri dari tiga macam, yaitu: vokal tunggal

(monoftong), vokal rangkap (diftong) dan vokal panjang.
1.

Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,
transliterasinya adalah:

a. Fathah dilambangkan dengan A

contoh: &2 ditulis daraba

b. Kasrahdilambangkan dengan /

contoh: L ditulis fahima

c. Dammah dilambangkan dengan U

contoh: <5 ditulis kutiba



2. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang dilambangkan berupa gabungan antara
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

a. Fathah+ Yamati ditulis A/

Contoh: p-d-,'-\gi ditulis aidihim

b. Fathah+ Waumati ditulis Au
Contoh: <&)y¢ ditulis taurat
3. Vokal Panjang
Vokal panjang dalam bahasa Arab disebut maddah, yaitu harakat dan
huruf, transliterasinya adalah:
a. [Fathah+ Alifditulis A (dengan garis di atas)
Contoh: alal> ditulis Jahiliyyah
b. Fathah+ Alif magsurditulis A (dengan garis di atas)

Contoh: (s ditulis yasa

c. Kasrah+ Yamati ditulis / (dengan garis di atas)

Contoh: 42xs ditulis majd

d. Dammah+ Waumati ditulis U (dengan garis di atas)

Contoh: 23, ditulis furiid

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan

huruf alif dan lam ( J' ). Namun dalam transliterasi ini kata sandang itu

dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah dan kata
sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah.
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a. Bila diikuti oleh huruf gamariyyah ditulis A/-

Contoh: ol ditulis al-Qur’an

b. Bila diikuti oleh huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf

syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf lam

Contoh: ) ditulis as-Sunnah

F. Hamzah
Hamzah ditransliterasikan dengan tanda apostrof. Namun hanya
berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata saja. Bila
hamzah itu terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, tetapi
ditransliterasikan dengan huruf a atau 7atau v sesuai dengan harakat hamzah

di awal kata tersebut.

Contoh: sladl ditulis al-Ma’
Jusbs ditulis Ta’wil
)ﬁi ditulis Amr
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)
yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa..!

Dalam hukum pernikahan di Indonesia nampak dirasakan pentingnya
pembatasan umur ini untuk mencegah praktek pernikahan terlampau muda yang
bisa jadi menimbulkan berbagai akibat negatif. Pasal 7 ayat (1) undang-undang
pernikahan menetapkan bahwa pria harus mencapai umur 19 (sembilan belas)
tahun dan pihak wanita harus mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Begitu juga
diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 15 ayat (1) yaitu bahwa untuk
kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan hanya boleh dilakukan
calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Un-
dang-Undang No.1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurangkurangnya 19 (sem-
bilan belas) tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya 16 (enam belas) tahun.?

Usia perkawinan perlu dibatasi dengan tujuan untuk mencegah terjadinya
pernikahan anak yang masih asyik dengan dunia bermain supaya dapat memben-
tuk keluarga yang kekal dan bahagia, maka calon mempelai laki-laki dan per-

empuan harus benar-benar telah siap jiwa dan raganya, serta mampu berfikir dan

! pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
? Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 1990, h.



bersifat dewasa. Selain itu batasan usia nikah ini juga untuk menghindari ter-
jadinya perceraian dini.>

Kalau diperhatikan tentang pelaksanaan pernikahan yang terjadi di
masyarakat maka kadang-kadang ditemui pasangan pengantin yang masih relatif
muda. Masalah usia nikah ini merupakan salah satu faktor yang penting dalam
persiapan pernikahan. Karena usia seseorang akan menjadi ukuran apakah ia su-
dah cukup dewasa dalam bersikap dan berbuat atau belum. Kematangan atau
kedewasaan usia kawin, baik persiapan fisik dan mental seperti yang disebutkan
dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 mengenai pernikahan
bahwa calon suami isteri harus telah masuk jiwa raganya. Fenomena sosial
menunjukkan bahwa kondisi masyarakat modern dewasa ini jauh dari ketentra-
man, tak terkecuali keluarga yang merupakan unit terkecil dari masyarakat juga
terjangkit berbagai penyakit seperti penyelewengan seksual, keluarga awet rajet
(dalam rumah tangga tak pernah rukun), penggunaan obat-obat terlarang,
keluarga serakah yang mengakibatkan korupsi, keluarga berantakan dan lain-
lain. Berbagai krisis keluarga di atas tidak akan terjadi apabila seluruh keluarga
yang ada dalam masyarakat mengetahui akan tugas dan peranannya. Secara So-
siologis keluarga dituntut berperan dan berfungsi demi tercapainya masyarakat
sejahtera.’

Memang terlaksananya suatu perkawinan tidak lepas dari adanya tujuan

perkawinan itu sendiri. Namun, perlu juga diperhatikan hak yang ada pada anak

* Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan (Hukum
dan hukum Agama), (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 48.

* Jalaludin Rakhmat dan Muhtar Gandaatmaja, Keluarga Muslim dalam Masyarakat
Modern, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1993, h. 7.



agar bisa terpenuhi tanpa mengesampingkan tujuan dari pernikahan tersebut,.
menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu mempelai
perempuan berusia 16 dan laki-laki berusia 19 tahun. di wilayah Blitar sendiri
banyak remaja yang melakukan pernikahan dibawah umur. Pernikahan dibawah
umur ini sendiri tejadi dikarnakan beberapa sebab diantaranya adalah alasan
kekhawatiran keluarga ,dan hamil diluarnikah. Padahal dilihat dari segi umur
dan tingkat kedewasaan sendiri mereka belum siap untuk menikah. Dan mirisnya
ada juga yang melakukan pernikahan muda karena dorongan pribadi mereka
sendiri, padahal mereka masih tergolong usia dini.

Di Pengadilan Agama Blitar sendiri telah terjadi fenomena permohonan
dispensasi nikah yang berjumlah jukup banyak. Menurut jumlah permohaona
yang diterima oleh Pengadilan Agama Blitar sendiri telah mencapai angka 155
pada tahun 2017.° Diantara angka tersebut sekitar 90% dikarnakan hamil atau
menghamili, dan sisanya dikarnakan kekhawatiran orang tua.’

Hal inilah yang menjadi permasalahan bagi penulis dalam pembuatan
skripsi ini. Penulis dalam hal ini akan menitikberatkan pada objektivitas Hakim
terhadap permasalahan persyaratan usia khusunya bagi calon mempelai laki-laki
sebagai pemimpin dalam rumah tangganya terutama dilihat dari prospek ke-
maslahatan dan kemadharatan yang ditimbulkan dari kejadian tersebut, serta
pendapat dilihat dari objektivitas hakim dalam menilai masalah tersebut dan

memutuskan berdasarkan kondisi yang ada terkait masalah ini.

> Rekapitulasi Data Penerimaan Permohonan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Blitar
Tahun 2017.

® Wawan cara dengan Drs. Munasik, MH Hakim Pengadilan Agama Blitar, tanggal 08-
07-2018



B. Rumusan Masalah
Oleh karena itu seiring dengan uraian di atas, berdasarkan latar belakang,
maka timbul permasalahan sebagai berikut :
1. Apa pertimbangan Hakim terkait dispensasi yang di tetapkan oleh Pen-
gadilan Agama Blitar untuk laki-laki dibawah umur ?
2. Kondisi-kondisi apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam
mengabulkan permohonan dispensasi nikah untuk laki-laki ?
C. Tujuan penelitian
Adapun tujuan yang dapat dicapai dalam penelitian ini adalah:

a) Untuk mengetahui penangan terkait Kasus permohonan dispensasi
nikah usia dini dan Hal-hal yang dijadikan pertimbangan dalam
mengabulkan permohonan kasus tersebut di wilayah Pengadilan
Agama Blitar

b) Untuk mengetahui latar Belakang pendorong munculnya kasus per-
nikahan dini sebagai kajian untuk mengatasi atau mengurangi angka
pernikahan dini di Blitar

D. Manfaat penelitian
Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka di-
harapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan antara lain:

a) Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sum-
bangan khazanah pemikiran tentang praktek perkawinan yang calon

mempelai Belum matang secara umur munurut Undang-Undang



No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta dapat dijadikan referensi
bagi penelitian yang sejenisnya sehingga lebih mampu mengaktuali-
sasikan fenomena tersebut dalam rangka yang lebih baik di masa
yang akan datang.
b) Secara praktis
Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat membawa
manfaat bagi para praktisi hukum, masyarakat umum, penulis sendiri
dan sekaligus sebagai informasi dalam mengembangkan rangkaian
penelitian lebih lanjut dalam karya keilmuan yang lebih baik.
E. Telaah Pustaka
Telaah pustaka adalah uraian teoritis berkaitan dengan variable penelitian
yang tercermin dalam permasalahan penelitian. Kedudukan telaah pustaka san-
gat penting dalam sebuah penelitian, terutama untuk skripsi, karena penggunaan
teori untuk dijadikan kerangka berfikir tidakakan dapat dilakukan jika tidak ada
telaah pustaka.” Telaah pustaka juga mempunyai andil besar untuk mendapat
informasi yang ada sebelumnya tentang beberapa teori dan hasil dari teori yang
berkaitan dengan permasalahan yang dikaji oleh peneliti untuk memperoleh lan-
dasan teori ilmiah.
Sebelum penulis menjelaskan lebih lanjut tentang praktek perkawinan
yang calon mempelai masih dikategorikan dibawah batas umur untuk menikah,
menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka penulis

menelaah sumber informasi baik dari buku, undang-undang atau skripsi terdahu-

" Beni Ahmad Soebani, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Pustaka Setia, 2008, h.73.



lu yang di jadikan sumber informasi dan perbandingan dalam mendapatkan ja-
waban atas permasalahan-permasalahan tersebut. Oleh karena itu, untuk menge-
tahui validitasi penelitian yang penulis lakukan, maka dalam telaah pustaka ini,
penulis akan uraikan beberapa skripsi yang sudah ada dan relevan dengan pem-
bahasan proposal skripsi penulis tersebut, antara lain:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Selvi Rahayu dengan judul Makna Per-
nikahan Dini (Studi Fenomenologi Masyarakat Bonto Loe Kecamatan Bissappu
Kabupaten Bantaeng) “, penelitian ini mengetengahkan dua pokok permasala-
han, yakni: (1) Makna pernikahan dini bagi pelaku pernikahan dini di Desa
Bonto Loe Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng. (2) Tindakan relasional
antara pelaku pernikahan dini dan masyarakat di Desa Bonto Loe Kecamatan
Bissappu Kabupaten Bantaeng. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
bagaimana pemaknaan masyarakat Bonto Loe terhadap budaya pernikahan dini
melalui pengalaman langsung dan mengetahui bagaiman hubungan yang terjalin
antara si pelaku pernikahan dini dengan keseluruhan masyarakat Bonto Loe..?

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Intan Rif’atul hakim dengan judul “Per-
timbangan Hakim Tterhadap Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama
Pacitan pada Tahun 2016, dalam sekripsi tersebut peneliti. membahas mengenai

pertimbangan hakim terhadap penetapan dispensasi kawin itu seperti apa dan

& Shilvi rahayu, “Makna Pernikahan Dini (Studi Fenomenologi Masyarakat Bonto Loe
Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng),” skripsi, UIN Alauddin, Makassar, 2017.



faktor-faktor yang melatarbelakangi pengajuan dispensasi kawin yang ada di

Pengadilan Agama Pacitan pada tahun 2016. °

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Irfan Listianto, dengan judul “Pandangan
Hakim Terhadap Dispensasi Pernikahan Anak di Bawah Umur (Analisis Putusan
Pengadilan Agama Surakarta Perkara No0.26/Pdt.P/2015/Pa.Ska)” dalam
penelitian tersebut penulis membahas mengenai dasar dan pertimbangan Hakim
Pengadilan Agama Surakarta dalam menyelesaikan perkara dispensasi perkawinan
perkara no.26/Pdt.P/2015/PA.Ska dan bagaimana tinjauan saddudz dzari’ah ter-
hadap dasar dan pertimbangan Hakim pada Perkara tersebut.*®

Keempst, skripsi yang ditulis oleh Teti Sriharyati, dengan judul “Faktor-
faktur Penyebab Perkawinan di Bawah Umur di Desa Blandongan Kecamatan
Banjarharjo Kabupaten Brebes” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, faktor-
faktor apa saja yang menyebabkan perkawinan di bawah umur di Desa Blan-
dongan Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pen-
dekatan deskriptif. Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Blan-
dongan yang terdiri dari 7 orang (orang tua) yang menikahkan anak di bawah
umur, dan 7 orang (yang menikah di bawah umur), dan 7 tokoh agama di Desa
Blandongan. Penentuan subjek penelitian dengan teknik purposive sampling.

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah crosscheck dengan

° Intan Rif atul hakim, “Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin Di
Pengadilan Agama Pacitan Pada Tahun 2016,” skripsi, IAIN, Ponorogo, 2017.

Iyfan Listianto, “Pandangan Hakim Terhadap Dispensasi Pernikahan Anak di Bawah
Umur (Analisis Putusan Pengadilan Agama Surakarta Perkara No.26/Pdt.P /2015/Pa.Ska ),”
skripsi, IAIN Surakarta, 2017.



instrumen penelitian meliputi: reduksi data, unitisasi dan kategorisasi, display da-
ta, serta penarikan kesimpulan. Analisis data menggunakan analisis induktif. Hasil
penelitian menunjukan bahwa, faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan di
bawah umur di Desa Blandongan adalah, (1) fakor ekonomi, karena keadaan
keluarga yang hidup dalam keadaan sosial ekonomi rendah/kurang mampu untuk
mencukupi kebutuhan keluarga, dengan menikahkan anak di bawah umur akan
mendapat sumbangan-sumbangan dari handal taulannya; (2) faktor rendahnya
kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan, orang tua kurang memahami
seluk beluk sebuah perkawinan yang ideal, dan kurang memahami pula bahwa
pendidikan bagi anak-anaknya sangatlah penting; (3) faktor kekhawatiran orang
tua, orang tua merasa cemas dan gelisah jika anak perempuan maupun anak laki-
lakinya belum juga mempunyai pendamping (pacar) lebih-lebih anak perempuan;
dan (4) faktor lingkungan tempat mereka tinggal, keluarga memiliki anak per-
empuan maupun anak laki-laki belum memiliki pendamping (pacar) maka orang
tua merasa malu, karena teman-teman sebaya anaknya sudah banyak yang mem-
iliki pendamping (pacar) bahkan sudah menikah.*

Kelima, sekripsi yang ditulis oleh Ummu Kulsum, dengan judul “Pengaruh
Dispensasi Nikah Terhadap Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Watampune
Kelas I A” Skripsi ini berkaitan dengan dispensasi nikah dan perceraian yang
menikah di usia dini. Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana pengaruh
dispensasi nikah terhadap tingkat percerain di Pengadilan Agama Watampone ke-

las 1B? pokok masalah tersebut selanjutnya dapat ditarik ke dalam beberapa sub-

! Teti Sriharyati, “Faktor-faktur Penyebab Perkawinan di Bawah Umur di Desa Blan-
dongan Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes,” skripsi, IAIN Surakarta, 2017.



masalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: 1) Faktor-faktor apa yang menyebab-
kan dikabulkannya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Watam-
pone? 2) Bagaimana fenomena perceraian akibat perkawinan usia dini?

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan
dikabulkannya dispensasi nikah oleh hakim ialah karena pertimbangan bahwa te-
lah sesuai dengan syarat formil, domisilinya termasuk dalam kewenangan wilayah
Pengadilan Agama itu sendiri, tidak adanya larangan dalam pernikahan, telah ma-
tang dari segi sikap, fisik, maupun finansialnya, tidak adanya paksaan dari pihak
manapun untuk segera menikah, pernikahan yang akan dilaksanakan benar-benar
dalam keadaan mendesak, dan pertimbangan maslahah mursalahnya. Fenomena
perceraian akibat pernikahan usia dini cukup banyak terjadi di Pengadilan Agama
Watampone. Hakim mengatakan bahwa dari beberapa dispensasi nikah yang di-
ajukan oleh mereka yang menikah di usia muda, setelah hidup bersama selama
beberapa tahun atau bahkan bulan, mereka kemudian mengajukan lagi perceraian
di Pengadilan Agama Watampone. Beberapa alasan perceraian terjadi di per-
nikahan yang dilakukan oleh pasangan yang belum cukup umur tersebut, dian-
taranya, ada yang mengatakan bahwa suami tidak bertanggung jawab atas istrinya,
suami atau isteri mudah tersinggung, tidak adanya cinta bagi keduanya atau salah
satu pihak, kepribadian mereka yang menikah di usia muda masih labil sehingga
sering terjadi perselisihan di antara keduanya, dan faktor keinginan mereka untuk

bersekolah.?

2 Ummu Kulsum, “Pengaruh Dispensasi Nikah Terhadap Tingkat Perceraian di Pengadi-
lan Agama Watampune Kelas | A, ” skripsi, UIN Alauddin, Makassar, 2017.
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Keenam,sekripsi yang ditulis oleh Lu’lvatul Latifah, dengan judul Studi
“Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto Tentang Dispensasi
Kawin Dibawah Umur” Pembahasan penelitian ini merupakan hasil analisis
mengenai faktor-faktor yang menyebabkan diajukannya dispensasi usia perkawi-
nan serta dasar dan pertimbangan hakim mengabulkan dispensasi usia perkawi-
nan. Ada dua factor yang menyebabkan diajukannya dispensasi usia perkawinan.
Pertama, karena calon mempelai wanita sudah hamil terlebih dahulu. Kedua, ka-
rena kekhawatiran orang tua. Sedangkan pertimbangan hakim berupa pertim-
bangan hukum yang terdiri dari kewenangan relatif, kewenangan absolut, pasal 7
Undang-undang Perkawinan, bukti surat, bukti saksi, pertimbangan hukum Islam
dan pasal 89 ayat 1 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989. Sedangkan pertim-
bangan selanjutnya adalah pertimbangan status calon mempelai dan penemuan
hukum oleh hakim terhadap permohonan dispensasi kawin.**

Dari beberapa karya diatas telah banyak yang membahas mengenai dis-
pensasi nikah dan factor-faktor yang milatar belakanginya. meskipun dari bebera-
pa karya tersebut ada beberapa persamaan, akan tetapi ada juga beberapa poin
yang berbeda, dan disini penyusun berusaha menyajikan suatu sudut pandang
yang berbeda dimana penyusun mencoba memfokuskan dalam hal diskresi hukum

hakim berfokus pada dispensasi nikah untuk laki-laki.

3 Lu’luatul Latifah, dengan judul Studi “Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama
Purwokerto Tentang Dispensasi Kawin Dibawah Umur,” skripsi, IAIN Purwokerto, 2016.
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F. Kerangka Teori

. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang
wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)
yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.**

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di dalamnya ter-
dapat pasal yang mengatur tentang batasan usia perkawinan yaitu pasal 7 ayat 1.
Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa seseorang yang boleh melangsungkan
perkawinan apabila seseorang itu sudah memenuhi umur 19 (sembilan belas)
tahun untuk pria dan 16 (enam belas) tahun untuk wanita. Dalam pasal 7 ayat 2
terdapat ruang bagi mereka yang ingin melangsungkan perkawinan di bawah
umur dengan mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama atau pejabat
lain yang ditunjuk oleh orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Pengertian dispensasi kawin adalah suatu upaya kelonggaran yang diberi-
kan oleh Pengadilan kepada calon suami isteri yang belum mencapai batas umur
terendah agar dapat melangsungkan perkawinan. Permohonan dispensasi kawin
bersifat voluntair produknya berbentuk penetapan. Yang disebut dengan peneta-
pan adalah putusan pengadilan atas perkara permohonan. Dan tujuannya hanya
untuk menetapkan suatu keadaan atau status tertentu bagi diri pemohon.*® Dalam

memeriksa dan mengadili perkara dispensasi kawin, Hakim harus benar-benar

¥ Muhammad Idris Ramulya, Hukum Pernikahan Islam, Suatu Analisis dari Un-
dangundang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Bumi Aksara, Cet. Ke-2,
1999, h. 2.

5 M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama
(Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 305.
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memiliki dan mempertimbangkan perkara dari. berbagai segi, baik itu keadilan,
maslihat dan manfaat untuk anak jauh ke masa depannya.'®

Dispensasi nikah merupakan Permohonan kepada Pengadilan Agama untuk
memberikan Dispensasi bagi pihak yang hendak menikah tetapi terhalang oleh
umur yang belum diperbolehkan oleh Peraturan Perundang-undangan untuk
menikah.

Dispensasi kawin merupakan salah satu ranah Hukum Perdata yaitu masuk
dalam hal perkawinan. Sehingga permohonannya diajukan kepada Pengadilan
Agama yang memiliki kewenangan menerima, memutus dan menyelesaikan
perkara-perkara bagi orang-orang yang beragama Islam. Permohonan tersebut
dapat dikabulkan maupun ditolak, sesuai dengan pertimbangan hakim yang telah
diberi kewenangan untuk mengadili perkara tersebut.

Dalam hal ini salah satunya adalah Pengadilan Agama yang berada di Kota
Blitar. Blitar yang merupakan kota kecil tetapi masih sering terjadi perkawinan
dibawah umur, hal ini dapat kita lihat dari banyaknya permohonan dispensasi
kawin yang masuk ke Pengadilan Agama Blitar dan semua permohonan yang
masuk di kabulkan. Pengadilan Agama Blitar pada tahun 2017 ini telah meneri-
ma dan menetapkan perkara permohonan dispensasi kawin sebanyak 155
permohonan laki-laki. Dan semua permohonan tersebut sebagian besar
dikabulkan.’

Perkawinan dibawah umur memiliki dampak negatif dan menimbulkan

permasalahan baru. Pertama, suami istri yang menikah dibawah umur rawan

'® Majalah Peradilan Agama, Perlindungan Hak-hak Anak di Peradilan Agama, 38
7 Rekapitulasi Data Penerimaan Permohonan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Blitar
Tahun 2017.
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akan terjadinya perceraian. Sebelum menikah calon suami isteri diperlukan
kesiapan mental dari sisi lahir dan batin, termasuk di dalamnya kematangan usia.
Kedua, dari sisi kesehatan reproduksi rawan terjadinya kematian pada anak dan
ibu. Dalam kesehatan dikatakan bahwa perempuan berusia dibawah 21 tahun,
seluruh organ reproduksinya belum siap untuk dipakai mengandung dan me-
lahirkan anak. Ketiga, akan muncul kemiskinan biasanya pernikahan dibawah
umur sangat rentan terhadap kemiskinan karena secara ekonomi mereka belum
siap bekerja. Keempat, terjadi eksploitasi anak yang karena menikah akhirnya
mereka harus bekerja dan merawat anak.® Selain itu, di dalam Pasal 7 ayat (2)
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dijelaskan yang
dimaksud dengan penyimpangan itu apa sehingga dalam hal ini hakim harus
menafsirkan sendiri isi dari pasal tersebut dalam penetapan permohonan dispen-
sasi kawin yang diajukan.
G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan
Jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (field research),
penelitian ini mengambil data primer dari lapangan yang dikaji secara in-
tensif yang disertai analisa dan pengujian kembali pada semua data atau
informasi yang telah dikumpulkan. Dilihat dari sisi pelaksaannya,
penelitian secara langsung berinteraksi dengan hakim Pengadilan Agama
Blitar untuk mendapatkan data terkait objektivitas hakim terhadap dis-

pensasi kawin pada tahun 2017. Maka dapat dikatakan bahwa penelitian

'8 Rahma Maulidia, Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia (KHI) (Ponorogo:
STAIN Po Press, 2011), 80.
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ini menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif adalah
prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata
tulisan atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.*

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendeka-

tan yuridis sosiologis atau juga sering disebut dengan yuridis empiris
yakni mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi
sosial yang riil dan fungsional dalam kehidupan yang nyata.?’ Penelitian
yuridis empiris yaitu penelitian yang bertujuan guna mengkaji ketentuan
hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di
masyarakat.”* Dengan kata lain yaitu penelitian yang dillakukan terhadap
keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk
mengetahui dan menemukan fakta dan data yang dibutuhkan. Di dalam
penelitian ini penelitian dilakukan untuk mengetahui sejauh mana objek-
tifitas hakim dalam penanganan dispensasi nikah

3. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini subyek penelitian utama adalah Hakim yang

bertugas di Pengadilan Agama Blitar, sedangkan objek yang akan diteliti
adalah objektifitas hakim dalam pemberian dispensasi nikah

4. Data dan Sumber Penelitian

a) Sumber Data Primer

19'Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2005), 1.

2 Sperjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia
Press, 1986), him.51.

2! Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam praktik, ed. 1, cet. Ke 2, (Jakarta: Sinar
Grafika, 1996). HIm. 15.
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Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung
dari sumber pertama terkait dengan permasalahan yang akan
dibahas.??Data primer di sini adalah data yang diperoleh secara
langsung di lapangan melalui wawancara dan/atau observasi yang
berkaitan dengan perilaku masyarakat.”® Data primer merupakan
data penelitian yang diperoleh langsung dari masyarakat.?*Data
primer dalam penelitian ini yakni data yang dperoleh secara lang-
sung dari lapangan atau tempat dilaksanakannya penelitian.
Penelitian ini mengambil data dari Pengadilan Agama Blitar

b) Sumber Data Sekunder
Data sekunder adalah sumber data penelitian yang didapatkan
secara tidak langsung yang beerupa buku, catatan, bukti yang telah
ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak.
Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka. Di
dalam penelitian hukum data sekunder dapat digolongkan dalam 3
karakteristik kekuatan mengikatnya, yaitu sebagai berikut:?
1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat
autoritatif yang berarti mempunyai otoritas. Bahan hukum primer
terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah

dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan

22 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2006), him. 56.

2 zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hm. 23.

2 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. Ke-3, (Jakarta: Ul Press), 1986,
him.51.

?* Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, him. 23.
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hakim. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang dipakai
adalah Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman .

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi pen-
jelasan terhadap bahan hukum perimer. Data sekunder antara lain
mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian
yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk dan
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya
kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data
a. Wawancara
Wawancara merupakan situasi dimana seseorang yang menjadi
pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang
untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian
kepada responden.?® Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta
sosial sebagai kajian ilmu hukum empiris yang dilakukan secara
langsung dimana pertanyaan disusun secara sistematik, jelas dan
terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian.?’

Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang te-

pat dari narasumber yang terpercaya. Wawancara dilakukan dengan

cara penyampaian sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada

%6 Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, him. 82.
2" Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian llmu Hukum, (Bandung: CV. Mandar Maju,
2008), him. 167.
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narasumber.?® Wawancara dilakukan kepada Hakim dari Pengadilan
Agama Blitar.
b. Dokumentasi
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata dokumentasi di-
artikan sebagai pengumpulan, pemilihan, pengolahan dan penyim-
panan informasi dalam bidang pengetahuan.?® Metode dokumentasi
adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa cata-
tan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.*
6. Teknik Analisis Data
Analisis data merupakan proses untuk menyusun secara sistematis data
yang diperoleh dari penelitian. Dalam penelitian ini analisis dilakukan
dengan metode analisis deskriptif yaitu memaparkan data yang diperoleh
dari penelitian secara apa adanya, kemudian mengambil kesimpulan yang
logis.**
H. Sistematika Pembahasan
Untuk memudahkan memahami masalah yang akan dibahas dalamp-
enelitian ini maka penulis akan menguraikan sistematika penulisan yang terbagi
menjadi 5 (lima) bab. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:
Pada Bab pertama ini akan memberikan gambaran untuk memberikan

pola pemikiran bagi keseluruhan isi. Maka akan diuraikan tentang latar belakang

2 https://id.wikipedia.org/wiki/Wawancara. Diakses tanggal 30 Juli 2017.

29 https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Dokumentasi. Diakses tanggal 1 November 2017.

% gyharsimin Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekkatan Praktik (edisi revisi),
(Jakarta: Rineka Cipta, 2010), him. 274.

*! Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik, cet. ke-
7, (Bandung: Tarsito, 1994), him. 140.
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permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian
pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan
yang akanditulis dalam penelitian tersebut.

Bab dua ini merupakan serangkaian dasar pertimbangan hukum yang akan
akan digunakan untuk menjelaskan objek penelitian. Pada bab ini di point per-
tama akan membahas mengenai Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun
1974 yang didalamnya terkait mengenai Pengertian perkawinan, syarat dan
rukun perkawinan dan juga dispensasi menurut Undang-undang Perkawinan
Nomor 1 Tahun 1974 , Pada point kedua membahas mengenai Kompilasi
Hukum Islam yang didalamnya menjelaskan mengenai batas usia perkawinan
menurut Kompilasi Hukum Islam dan Dispensasi kawin Pada point ketiga mem-
bahas tentang Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Ke-
hakiman.. Dan di point keempat membahas mengenai penemuan hukum oleh
Hakim.

Bab tiga merupakan penyajian data sebagai hasil penelitian dari lapangan.
Di point pertama akan membahas gambaran umum tentang wilayah penelitian
didalamnya membahas sejarah berdirinya Pengadilan Agama Blitar, visi misi
Pengadilan Agama Blitar dan kompetensi Pengadilan Agama Blitar. Pada point
kedua membahas diskresi hakim terhadap penetapan dispensasi kawin tahun
2017. Dan point ketiga membahas kondisi-kondisi yang melatarbelakangi di-
ajukannya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Blitar tahun

2017.
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Bab empat merupakan inti dari penelitian, yaitu analisa terhadap diskres
hakim terhadap penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Blitar tahun
2017 dan kondisi-kondisi yang melatarbelakangi diajukannya permohonan dis-
pensasi kawin di Pengadilan Agama Blitar tahun 2017.

Bab lima merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi yang
Memaparkan kesimpulan dan saran-saran yang kemudian diakhiri dengan daftar

pustaka dan disertakan lampiran-lampiran terhadap penulisan penelitian



98

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hakim Pengadilan Agama Blitar dalam menetapkan permohonan dispen-
sasi kawin sudah sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Hakim dalam
menetapkan berpedoman pada peraturan menggunakan dasar hukum yang
sesuai yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan,
Kompilasi Hukum Islam, dan kaidah figh’iyah. Tetapi dalam hal dispen-
sasi kawin yang memiliki beberapa dampak negatif yang akan ditim-
bulkan, hakim kurang mempertimbangkan dampak negatif dari pengabulan
permohonan dispensasi kawin. Sehingga dikhawatirkan terjadi perceraian
akibat perkawinan dibawah umur. Dengan demikian, hakim dalam menga-
bulkan permohonan dispensasi kawin harus mempertimbangkan juga
dampak negatif yang akan ditimbulkan, agar penetapan hakim benar-benar
mengandung tiga unsur yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan
bagi masyarakat. Dalam pertimbangannya hakim melakukan penafsiran
hukum yaitu Argumentum a' Contrario terhadap Pasal 15 ayat (1) Kompi-
lasi Hukum Islam.

2. Kondisi-kondisi pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Blitar
merupakan alasan hukum yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan Ha-
kim untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Alasan ini dapat
dikategorikan dalam penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974. Kondisi ini juga sebagai pertimbangan da-
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lam hal membantu hakim dalam melakukan penemuan hukum. Penemuan
hokum yang dilakukan oleh hakim harus berdasarkan peristiwa konkret
yang terjadi. Sehingga hakim akan melakukan penalaran terhadap ketentu-
an undang-undang pada peristiwa konkret yang terjadi. Tetapi hakim da-
lam menggali harus benar-benar sesuai dengan kenyataan yang terjadi.
Apa yang terungkap harus sesuai dengan bukti yang ada. Selain itu hakim
harus menanyakan apa yang dijadikan penyebab hal tersebut bisa sampai
terjadi.
B. Saran-saran
Berdasarkan kenyataan yang sudah diuraikan diatas, maka saran yang
dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Dalam mengabukan dispensasi kawin hakim sebaiknya juga memper-
timbangkan dampak negatif yang akan ditimbulkan terutama dalam
aspek kematangan psikologis dan kemapuan atau kondisi ekonimi.
Setelah permohonan dispensasi kawin dikabulkan maka baik hakim
maupun orang tua harus memberikan nasehat-nasehat atau bimbingan
terhadap anak-anak tersebut agar kehidupan mereka lebih baik dari
sebelumnya dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diingikan lagi.

2. Untuk orang tua hendaknya melakukan pengawasan dan perhatian
yang lebih baik terhadap anak serta memberikan pendidikan agama
dan bimbingan psikologis. Karena orang tua mempunyai peran pent-
ing terhadap perkembangan anak agar anak tidak mengalami

penyimpang
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